
BUPATI PONOROGO 
PROVINS! JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI PONOROGO 

NOMOR 92 TAHUN 2019 

TENTANG 

[ SALINAN J 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PONOROGO NOMOR 82 TAHUN 2018 
TENTANG PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN 

YANG SAH KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PONOROGO, 

a. bahwa sehubungan dengan telah diberlakukannya Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 ten tang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa, maka Penghasilan Tetap, Tunjangan dan
Penerimaan Lain Yang Sah Kepala Desa dan Perangkat Desa
di Kabupaten Ponorogo sebagaimana telah ditetapkan dengan
Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 82 Tahun 2018, perlu
untuk disesuaikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada

huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 82 Tahun
2018 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan
Lain Yang Sah Kepala Desa dan Perangkat Desa;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah
Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa
Timur & Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI.
Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lernbaran
Negara Republik Indonesia Nornor 5234);
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3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Le1nbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomo:- 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomo:- 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

;::>. Peraturan Pemerintah Nornor 43 Tahun 2014 tentang 
Peratura.n Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 123, Tarnbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 
2019 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 2019 Nomor 41, 
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6321); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014
tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65
Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nornor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 201 7
Nomor 1221);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Nomor 120
Tahun 2018 ten tang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015
tentang Pengangkatan dan Pernberhentian Kepala Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Nomor 66 Tahun 201 7 ten tang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Nege:ri Nomor 82 Tahun 2015 tentang
Pengangkatan dan Pernberhentian Kepala Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
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9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nornor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri. Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015
tentang Pengangkatan dan Pernberhentian Perangkat Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223)

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2015
tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo
Tahun 2015 Nomor 11);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2017
tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Ponorogo Tahun 2017 Nomor 3);

13. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 78 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah
Kabupaten Ponorogo Tahun 2017 Nomor 78);

14. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 31 Tahun 2018 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo
Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran
Daera:i Kabupaten Ponorogo Tahun 2018 Nomor 31)
sebagairn.ana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Pera.ti.,.ran Bupati Ponorogo Nomor 42 Tahun 2019 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 31
Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kepala
Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019
Nomor 42);

15. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 70 Tahun 2018 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo
Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa (Berita Daerah
Kabupaten Ponorogo Tahun 2018 Nomor 70);

16. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 74 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten
Ponorogo Tahun 2018 Nomor 74);

17. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 82 Tahun 2018 tentang
Penghasilan Tetap, Tunjangan Dan Penerimaan Lain Yang
SahKepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah
Kabupaten Ponorogo Tahun 2018 Nomor 82);

MEMUTUSKAN 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
BUPATI PONOROGO NOMOR 82 TAHUN 2018 TENTANG 
PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN 
YANG SAH KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA. 
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Pasal l 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ponorogo 
Nomor 82 Tahun 2018 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan Dan Penerimaan 
Lain Yang Sah Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten 
Ponorogo Tahun 2018 Nomor 82), diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 2 ayc.t (3) diubah dan diantara ayat 3 dan ayat (4) disisipkan
1 (satu) ayat yaitu ayat (3a), sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2 

(1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap berupa
uang setiap bulan.

(2) Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana
cli.maksud pada ayat (1), bersumber dari ADD.

(3) Pengalokasian ADD untuk Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat
Desa paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran
belanja pada APB Desa dengan memperhitungkan terpenuhinya dana
untuk Tunjangan Kepala Desa dan Pera.ngkat Desa, Tunjangan Badan
Permusyawaratan Desa dan Operasional Sadan Permusyawaratan Desa.

(3a) Perhitungan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di luar 
pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok. 

(4) Besaran penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibagi
kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Pemerintah Desa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 38
Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata. Kerja Pemerintah
Desa.

(5) Dalarn hal jumlah Kepala Desa dan Perangkat Desa melebihi jumlah
Kepala Desa dan Perangkat Desa berdasarkan Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
besaran penghasilan tetap dibagi kepada Kepala Desa dan Perangkat
Desa secara keseluruhan.

2. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) diubah dan diantara ayat (2) dan ayat (3)
disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (2a), sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 3 

(1) Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diklasifikasi secara berjenjang
tiap jabatan Perangkat Desa dengan rnempertimbangkan tanggung jawab
dan kompleksitas tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

(2) Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan
sebagai berikut:

a. Besaran penghasilan tetap Kepala Desa paling sedikit Rp2.435.000,00
(dua juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) atau setara 120%
(seratus duapuluh per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil
golongan ruang II/ a;
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b. Besaran penghasilan tetap Sekretaris Desa paling sedikit Rp. 2.225.000,00(dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) a tau setara 110% (seratussepuluh per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruangII/a;c. Besaran penghasilan tetap Perangkat Desa selain Sekretaris Desa palingsedikit Rp. 2.023.000,00 (dua juta dua puluh tiga ribu rupiah) atau setara100% (seratus per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golonganruang II/a;(2a) Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap minimal Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa selain Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APB Desa selain Dana Desa. (3) Bupati menetapkan besaran penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desadalam Peraturan Bupati.
Pasal [I

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Ponorogo. 

Diundangkan di Ponorogo pada tanggal 4 September 2019 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONOROGO, TTD. AGUS PRAMONO 

Ditetapkan di Ponorogo pada tanggal 4 September 2019 
BUPATI PONOROGO, TTD. H. !PONG MUCHLISSONI

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2019 NO MOR 92. 
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM/SE RETARIAT DAERAH 
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